
BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Studi Kepustakaan 

1. Pengertian Pemerintahan 

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah 

padanan dari kata government. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa 

Inggris disebut governance yang berarti “Act, fact, manner, of governing”, atau 

yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau 

tata kelola pemerintahan. Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, yang 

merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan 

yang ada. 

Menurut Ndraha (2011;36) pemerintah adalah semua badan atau 

organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan  manusia dan 

masyarkat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses 

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan 

masyarakat. 

Munaf (2016;47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama 

memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada 

kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek 

materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses 

menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Neagara. 
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Sedangkan menurut Syafiie (2014;12) pemerintahan adalah kelompok 

orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu 

(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, 

memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen 

dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. 

2. Urusan Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan 

wewenang Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian Urusan Pemerintahan di 

Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan 

Absolute, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. 

2.1 Urusan Pemerintahan Absolute 

Urusan Pemerintahan Absolute adalah Urusan Pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan 

absolute dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah meliputi: 

a. Politik Luar Negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan 

menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga 

internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian 

dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri 

b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 

menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah 

Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan Sistem 

pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib 

militer, bela Negara bagi setiap warga Negara 
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c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, 

menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, 

kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan 

Negara. 

d. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan 

jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan 

kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, 

membentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional 

e. Moneter dan Fiskal Nasional, kebijakan makro ekonomi, misalnya 

mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan 

moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya. 

f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara 

nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, 

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan 

sebagainya. Urusan agama Daerah dapat memberikan hibah untuk 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya 

meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan 

kehidupan beragama. 

Dalam menjalankan Urusan Pemerintahan ini, Pemerintah Pusat dapat 

melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang 

ada di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas 

dekonsentrasi. Instansi vertikal merupakan Perangkat Kementerian dan/atau 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan 

yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam 

rangka dekonsentrasi, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada 

persetujuan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.  

Namun apabila dalam pembentukan instansi vertikal oleh Kementerian 

yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak perlu memerlukan persetujuan 

dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 
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Kewenangan Pemerintah Pusat adalah semua kewenangan Pemerintahan 

sebagai akibat pelimpahan dari rakyat. Namun Pemerintahan harus 

diselenggarakan secara desentralisasi maka sebagian kewenangan tersebut harus 

diserahkan kepada daerah. Dengan demikian Pemerintah Pusat hanya memiliki 

kewenangan 6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan.  

Sedangkan kewenangan selain 6 (enam) bidang itu menjadi kewenangan 

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang dipegang pusat adalah 

kewenangan yang bersifat nasional. Sedangkan kewenangan yang diserahkan 

kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (merupakan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk 

menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut prakarsanya 

sendiri (Nurcholis, 2005;160-161)
  

2.2 Urusan Pemerintahan Konkuren 

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. 

Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar 

pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap Urusan yang bersifat 

Konkuren ini senantiasa ada bagian Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah 

Pusat dan ada bagian Urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada pula 

bagian Urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.  

Untuk mewujudkan pembagian Urusan yang Konkuren secara proposional 

antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota disusunlah 

kriteria yang meliputi eksternalistis, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 
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mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan Urusan Pemerintahan 

antara tingkat Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi 

kewenangan daerah terdiri atas: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib 

b. Urusan Pemerintahan Pilihan 

 

Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi atas Urusan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan wajib yang sebagian substansinya 

merupakan pelayanan dasar, yang meliputi: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 

f. Sosial. 

 

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar meliputi: 

a. Tenaga kerja 

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 

c. Pangan 

d. Pertanahan 

e. Lingkungan hidup 

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

i. Perhubungan 

j. Komunikasi dan informatika 

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 

l. Penanaman modal 

m. Kepemudaan dan olah raga 

n. Statistik 

o. Persandian 

p. Kebudayaan 
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q. Perpustakaan 

r. Kearsipan 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.
 

Disamping Urusan wajib, Provinsi juga mempunyai Urusan yang bersifat 

pilihan. Urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi Urusan 

Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah 

yang bersangkutan (Nurcholis, 2005;169). Urusan Pemerintahan Konkuren yang 

menjadi Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. Kelautan dan perikanan 

b. Pariwisata 

c. Pertanian 

d. Kehutanan 

e. Energi dan Sumber Daya Mineral 

f. Perdagangan 

g. Perindustrian 

h. Transmigrasi 

 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menganut asas dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang Pemerintahan kepada 
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Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah 

tertentu. 

Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang 

administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap 

menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada Gubernur selaku Wakil 

Pemerintah Pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan 

hirarki antara Pemerintah Pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian 

wilayah administrasi Provinsi adalah bawahan/subordinat Pemerintah Pusat dan 

posisinya tergantung pada Pemerintah Pusat.  

Di samping itu juga menganut asas desentralisasi, maka Provinsi menjadi 

daerah otonom (local self government). Implikasi structural dari diterapkannya 

asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat Provinsi menjadi 

wilayah administrasi sekaligus daerah otonom (Nurcholis, 2005;164). 

2.3 Urusan Pemerintahan Umum 

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. 

Urusan Pemerintahan Umum menurut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka 

memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 

c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan 

golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, 

dan nasional 
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d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 

Undangan 

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di 

wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak 

asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, 

potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan 

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 
 
 Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur Dan 

Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi 

vertikal. Dalam melaksanakan Urusan ini Gubernur bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada 

Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

3. Konsep Pemerintahan Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993;17) 

adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. 

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie 

(2009;110) sebagai berikut : 
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1.   Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah 

otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri. 

2.   Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklan daerah-

daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, 

dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan 

daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa dimana pemerintahan daerah mempunyai wewenang 

dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi. 

4. Manajemen Pemerintahan 

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber 

daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat 

pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan 

harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata 

lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan terebih dahulu.  

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka 

melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh 

penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009;41), dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1.  Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari  

perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.  

2.  Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasaman 

antara pemerintah dan masyarakat.  

3.  Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan 

yang ditugaskan.  
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4.  Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, 

pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan.  

 

 Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan 

tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. 

5. Konsep Peranan 

 Peranan diartikan adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan 

hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang 

secara norma diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, maksud konsep 

“peranan” adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. 

Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu 

(Rauf, 2015;97-98). 

 Menurut Soekanto dalam Rauf (2015;98) mengatakan peranan (role) 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu 

peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau 

kedudukan tanpa peranan.  

6. Konsep Evaluasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) evaluasi adalah penilaian 

atau hasil. Sedangkan Bryan dalam Subarsono (2012;118) mengatakan evaluasi 

adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa 

yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evalusi yang paling sederhana 
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adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan suatu program/rencana. 

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003;118) mengemukan bahwa 

evaluasi atau suatu kebijakan berarti dilakukan peninjauan ulang untuk 

mendapatkan perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Proses dilakukan 

evaluasi kebijakan yaitu : apakah akibat-akibat suatu program, apakah akibat 

tersebut memang diinginkan, bagaimana hasilnya yang dicapai, bagaimana respon 

yang muncul, bagaimana lokasi dan kondisi di lapangan, bagaimana dukungan 

peraturan perundang-undangannya, dan bagaimana sikap kelompok yang ada. 

 Dengan demikian evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui 

tolak ukur perbandingan sebelum dan sesudah suatu program yang telah 

dilaksanakan. Teori di atas, senada dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan yang berbunyi ”Evaluasi adalah rangkaian kegiatan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) 

terhadap rencana dan standar. 

Menurut Ndraha (2011;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara 

standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Maka ada tiga model evaluasi sebagai 

berikut : 

1.  Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu 

tindakan dan tolak ukurnya adalah Before. 

2.  Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan 

yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das Solen. 

3.  Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan) dan tolak ukurnya 

adalah kelompok kontrol. 
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 Sedangkan menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007;48) 

metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu : 

1.  Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian 

dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. 

2.  Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu 

obyek penelitin dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan 

ketetapan perencanaan yang ada (planned). 

3.  Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian 

dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang 

diteliti. 

4.  Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek 

penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ 

pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. 

5.  Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya 

berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana. 

 

 Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi dimaksud 

untuk menyempurnakan atau pembangunan kebijakan, temuan hasil evaluasi 

digunakan untuk bahan analisis penyempurnaan keibjakan yang selanjutnya. 

Dalam proses membandingkan tujuan kebijakan dalam hasil yang dicapai, perlu 

juga dievaluasi ketepatan masalah. Evaluasi atau masalah menjadi penting karena 

evaluasi tujuan saja tanpa disertai penilaian terhadap masalah yang menjadi sebab 

timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak dapat memberi informasi menjadi 

sebab timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak dapat memberi informasi 

yang lengkap untuk menyusun strategi penyempurnaan dan pembangunan 

kebijakan. 

Ndraha (2011;201) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses 

perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Selanjutnya 

Subarsono (2012;119) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat 

kinerja suatu kebijakan. 
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Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa 

indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam 

arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria 

yang dikembangkan oleh Dunn dalam Subarsono (2012;126) mencakup lima 

indikator sebagai berikut: 

a.  Efektivitas 

b.  Kecukupan  

c.  Pemerataan 

d.  Responsivitas 

e.  Ketepatan 

7. Konsep Pemberdayaan  

 Menurut Hurairah (2008;82) Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris 

“empowerment” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti 

pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah 

atau tidak beruntung. Rappaport dalam Fahrudin (2012;16) mengartikan 

empowerment sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas 

diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya 

dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber 

daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam 

memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan 

kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.  

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 
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Hasan (2002;56-57) mengatakan Pemberdayaan adalah suatu proses yang 

berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan 

dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di 

atas kekuatan sendiri.  

Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia 

mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. 

Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya 

peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang 

amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses 

ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, 

informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan 

sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.  

Sedangkan menurut Suhendra (2006;74-750 Pemberdayaan adalah suatu 

kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong 

keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara 

ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh 

kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing 

dalam komunitasnya. 

Selanjutnya Wrihatnolo (2007;75) mengatakan keberdayaan dalam 

konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam 

masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat 

yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, 
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tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur 

yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian 

dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat 

ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional 

disebut ketahanan nasional. 

Sunyoto Usman dalam Hurairah (2008;87) mengatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat 

apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses 

ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, 

dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan 

strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.  

 Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan klien atas:  

1.  Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam 

membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan 

pekerjaan.  

2.  Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya.  

3.  Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.  
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4.  Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan 

sosial, pendidikan dan kesehatan.  

5.  Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal dan kemasyarakatan.  

6.  Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.  

7.  Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. (Suharto, 2009;59) 

8. Konsep Perikanan  

 Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan 

pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumber daya perikanan 

adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat 

maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan 

perikanan laut (Mubiyarto, 1994;17).  

 Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut 

luas seperti perikanan air tawar, tambak, kolam dan sebagainya. Khusus perikanan 

di laut ahli biologi kelautan membedakan perikanan laut dalam dua kelompok 

yaitu kelompok ikan pelagis (ikan yang hidup pada bagian permukaan) dan jenis 

ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut). Kelompok ikan pelagis di antaranya 

ikan cakalang, tuna, layang, kembung, lamun dan lain-lain. Sedangkan jenis ikan 

demersal seperti udang, kepiting, kakap merah dan lain-lain.  



33 

 

 

 

Walangadi (2003;31) mengungkapkan bahwa usaha perikanan dapat 

dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang dihasilkan faktor-faktor 

produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap 

sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-

kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan. 

 Menurut Yani (2007;112) budidaya merupakan kegiatan terencana 

pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk 

diambil manfaat/hasil panennya. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan 

dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Perikanan budidaya air 

tawar ialah perikanan yang terdapat di sawah, sungai, danau, kolam dan rawa. 

 Sementara menurut Effendi (2006;1) budidaya perikanan atau perikanan 

budidaya adalah kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk 

mendapatkan keuntungan. Selain budidaya perikanan, dalam sektor perikanan 

produksi biota akuatik dapat dilakukan melalui penangkapan atau perikanan 

tangkap. Berbeda dengan penangkapan, produksi dari budidaya perikanan 

diperoleh melalui kegiatan pemeliharaan biota akuatik dalam wadah dan 

lingkungan terkontrol. Kegiatan pemeliharaan tersebut (sesuai dengan tujuannya) 

mencakup pembenihan dan pembesaran. Dalam perikanan tangkap produksi 

diperoleh dengan cara memanen (berburu) biota akuatik dari alam tanpa pernah 

memelihara. Budidaya perikanan, bersama-sama dengan perikanan tangkap dan 

pengolahan perikanan merupakan tulang punggung sektor perikanan dalam 

menyediakan pangan dan sumber protein bagi manusia. 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Konsep Teori Indikator Perbedaan 

1 2 3 4 5 6 

1 Rudiono, 

2013 

 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program 

Minapolitan 

Tahun 2009-

2011 Di 

Kabupaten 

Banyumas 

Evaluasi 

bertujuan 

untuk 

memberikan 

informasi 

kepada 

pembuat 

kebijakan 

tentang 

bagaimana 

program-

program 

mereka 

berlangsung. 

(Wibawa,1994: 

13-14), 

1. Efektivitas 

2. Outcome  

3. Evaluasi  

 

Terdapat 

pada 

konsep 

teori yang 

digunakan 

dan 

indikator 

yang 

ditetapkan 

2 Usman, 2015 Pelaksanaan 

Program 

Pengembangan 

Produksi Ikan 

Kolam Oleh 

Dinas 

Perikanan 

Kabupaten 

Kampar 2010-

2013 (Studi 

Kasus Desa 

Koto Mesjid 

Kecamatan 

XII Koto 

Kampar) 

Evaluasi 

adalah proses 

yang sederhana 

dalam 

memberikan 

atau 

menetapkan 

nilai kepada 

sejumlah 

tujuan 

kegiatan, 

keputusan 

petunjuk kerja, 

proses, objek 

dan masih 

banyak yang 

lainnya. 

 

 

 

1.  Memberi 

bantuan 

peralatan 

atau mesin.  

2.  Pelaksanaan 

Program 

pengawasan 

produksi 

ikan kolam 

(kewirausah

aan, 

manajemen, 

dan 

administrasi)

.  

3.  Pembinaan  

Terdapat 

pada 

konsep 

teori yang 

digunakan 

dan 

indikator 

yang 

ditetapkan 
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1 2 3 4 5 6 

3 Ahlalkisman, 

2018 

 

Fungsi Dinas 

Perikanan 

Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Petani 

Keramba 

Jaring Apung  

Di Kabupaten 

Kampar 

 

Fungsi suatu 

lembaga atau 

institusi formal 

adalah adanya 

kekuasaan 

berupa hak dan 

tugas yang 

dimiliki oleh 

seseorang 

dalam 

kedudukannya 

di dalam 

organisasi 

untuk 

melakukan 

sesuatu sesuai 

dengan bidang 

tugas masing-

masing 

(Admosudirjo, 

2001:4) 

1. Akses,  

2. Partisipasi.  

3. Kontrol.  

4. Manfaat  

 

Terdapat 

pada 

konsep 

teori yang 

digunakan 

dan 

indikator 

yang 

ditetapkan 

 

C. Kerangka Pikiran  

Evaluasi pelaksanaan adalah merupakan suatu hasil yang dicapai dalam 

kaitannya dengan tugas dan fungsi instansi dalam menjalankan program 

pengembangan budidaya perikanan. Budidaya perikanan di Kabupaten Kuantan 

Singingi merupakan salah satu potensi ekonomi yang layak diperhitungkan dalam 

mendukung perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun kerangka pemikiran 

tersebut dijelaskan melalui diagram di bawah ini: 
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Gambar II.1: Kerangka Pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan 

Singingi (Studi Rencana Kerja Bidang Perikanan BudidayaTahun 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penelitian, 2018. 

 

D. Konsep Operasional 

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam 

penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang 

telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang 

hasil kajian sebagai berikut: 

Standar: 

a. Efektivitas 

b. Kecukupan  

c. Pemerataan 

d. Responsivitas 

e. Ketepatan 

 

Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi  

Dinas Perikanan dan 

Ketahanan Pangan  

Tugas dan Fungsi  

Program 

Pengembangan 

Budidaya 

Perikanan  

Terlaksana 

Kurang Terlaksana  

Tidak Terlaksana 

Ilmu Pemerintahan  

Manajemen 

Pemerintahan  

Kebijakan Sektor 

Publik  
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a. Evaluasi pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan program kerja 

pengembangan budidaya perikanan. 

b. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini 

diwakili Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. 

c. Pengembangan adalah usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas perekonomian masyarakat terutama pada budidaya perikanan. 

d. Budidaya perikanan adalah aktivitas pembudidayaan ikan air tawar pada 

kolam, tambak, dan keramba. 

e. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Kecamatan Kuantan 

Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki usaha budidaya 

perikanan 

f. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai 

evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah : 

1.   Efektivitas dalam penelitian ini adalah proses yang dilalui dalam 

melaksanakan program kerja pengembangan budidaya perikanan berupa 

perencanaan dan pelaksanaan. 

2.   Kecukupan dalam penelitian adalah unsur-unsur yang dimiliki dinas 

melaksanakan program kerja, sehingga pantas untuk berdayakan budidaya 

perikanan berupa jenis ikan, jenis tempat budidaya, dan kelompok tani 

ikan. 
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3.   Pemerataan dalam penelitian adalah melaksanakan program kerja 

pengembangan budidaya perikanan yang melibatkan masyarakat petani 

ikan dengan memberikan diklat dan pemasaran hasil produksi. 

4.   Responsivitas dalam penelitian adalah respon pemerintah daerah melalui 

dinas terkait dalam menanggapi saran dan masukan dari masyarakat petani 

ikan budidaya ikan pada saat melaksanakan program kerja pengembangan 

budidaya perikanan. 

5.   Ketepatan dalam penelitian adalah ketepatan pemerintah daerah dalam 

menetapkan dan mengembangkan pembudidayaan ikan sehingga mampu 

meningkatkan ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. 

  

E. Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian diopersionalkan sebagai 

berikut: 

Tabel II.1  Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi 

(Studi Rencana Kerja Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2017) 

 

Konsep Variabel Indikator Sub indikator 
Penguku

ran 

1 2 3 4 5 

Evaluasi 

adalah 

proses 

perbandin

gan antara 

standar 

dengan 

fakta dan 

analisis 

hasilnya 

(Ndraha, 

2011;201) 

Pelaksanaan 

Program 

Kerja Dinas 

Perikanan 

dan 

Ketahanan 

Pangan 

Efektivitas -  Perencanaan 

pengembangan 

budidaya perikanan 

-  Pelaksanaan 

pengembangan 

budidaya ikan 

Nominal 

 

 

Kecukupan -  Jenis ikan yang 

dibudidaya  

-  Jenis tempat 

budidaya 

-  Kelompok tani ikan 

Nominal 
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1 2 3 4 5 

  Pemerataan -  Memberikan diklat 

budidaya ikan 

- Pemasaran hasil 

produksi budidaya 

ikan 

Nominal 

Responsivitas - Menerima masukan 

dari petani ikan 

- Mencari solusi atas 

masukan yang 

diberikan petani 

ikan 

Nominal 

Ketepatan - Menetapkan jenis 

pemberdayaan yang 

diberikan 

- Meningkatnya taraf 

hidup petani ikan 

- Adanya sumbangan 

ke kas daerah 

Nominal 

 

F. Teknik Pengukuran  

Teknik pengukuran menggunakan skala yaitu mengubah fakta-fakta 

kualitatif (attribut) menjadi suatu urutan kuantitatif (variabel). Skala yang 

digunakan adalah Skala Likert, dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri 

dari tiga jawaban yaitu a, b dan c. 

1. Pengukuran Variabel Penelitian  

Terlaksana : Apabila keseluruhan indikator dari evaluasi Pelaksanaan 

Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Rencana Kerja Bidang 

Perikanan Budidaya Tahun 2017) dilaksanakan. 

Kurang terlaksana  : Apabila 2-3 indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Program 

Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
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Kuantan Singingi (Studi Rencana Kerja Bidang Perikanan 

Budidaya Tahun 2017) dilaksanakan. 

Tidak terlaksana  : Apabila keseluruhan dari indikator Evaluasi Pelaksanaan 

Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Rencana Kerja Bidang 

Perikanan Budidaya Tahun 2017) hanya dilaksanakan satu 

bahkan tidak dilaksanakan dengan baik. 

2. Pengukuran Indikator Penelitian 

a. Efektivitas, pengukurannya adalah: 

Terlaksana  :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada operasional variabel terlaksana  67%. 

Kurang terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana 34 – 66%.  

Tidak terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana  33%. 

b. Kecukupan, pengukurannya adalah: 

Terlaksana  :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada operasional variabel terlaksana  67%. 

Kurang terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana 34 – 66%.  

Tidak terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana  33%. 
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c. Pemerataan, pengukurannya adalah: 

Terlaksana  :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada operasional variabel terlaksana  67%. 

Kurang terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana 34 – 66%.  

Tidak terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana  33%. 

d. Responsivitas, pengukurannya adalah: 

Terlaksana  :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada operasional variabel terlaksana  67%. 

Kurang terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana 34 – 66%.  

Tidak terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana  33%. 

e. Ketepatan, pengukurannya adalah: 

Terlaksana  :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada operasional variabel terlaksana  67%. 

Kurang terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana 34 – 66%.  

Tidak terlaksana :  Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator 

pada  operasional variabel terlaksana  33%. 

  

 

 


